BUPATI MANDAILING NATAL

PERATURAN BUPATI MANDAILINGv A TAL
NOMOR 16 TAHUN 2012

TENTANG

- PENGELOLAAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR D+ EPI JALAN UMUM

Menimbang

Mengingat :

£

BUPATI MANDAILING NATAL,

bahwa sesuai dengan:kieintuan Pasa’ 5.5 Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2009 tentang Pajak dank fhbusi Daerah, Peninjauan
tarif Retribusi dilakukan: depgnn memyr hatikan indeks harga dan
perkembangan perekonomianya, ng {6 1 apkan dengan peraturan
kepala daerah;

bahwa tarif Retribusi Pelyasa +Parkir-a ‘Tepi Jalan Umum yang
telah ditentukan pada Pasal’? | (turan] Daer] 1 Nomor 8 tentang
Retribusi Jasa Umum perlu ¢y yau -sesua dengan kondisi
perekonomian masyarakat;

bahwa berdasarkan pertimbangan se a s die taksud  dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapii:, ["cra:turan Bupati tentang

Pengelolaan Retribusi Pelayanan Parkir difFgi . Jalan Umum;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan
Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah
Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3794);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan {Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);



10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
S5025);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana
dan Lalu Lintas Jalan;

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kenderaan
dan Pengemudi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negai * Republik Indonesia Nomor
3530);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik fif lonesiay lomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 20&) tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemunegyz »n Pajak Daerah,;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1990 tentang
Pedoman Pengelolaan Perparkiran di Daerah;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 65 Tahun 1993
tentang Fasilitas Parkir Umum,;

Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2 Tahun
2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Mandailing Natal (Lembaran Daerah Kabupaten
Mandailing Natal Tahun 2011 Nomor 2J;

Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 8 Tahun
2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten
Mandailing Natal Tahun 2011 Nomor 8J;

Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 11 Tahun
2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal
Tahun 2011 Nomor 11);
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MU TEKARN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI Tr NTANG PENGELOLAAN RETRIBUSI

PELAYANAN PARKIR DI TEP* JALAN UMUM.
. BAB I
KE g T TUANLU (TMig;
Pasal
Dalam Peraturan Daerah ini, yang |, imgs ud degz i :

1. Daerah adalah Kabupaten Mang il ; Natal.

2. Pemerintahan Daera.. adalah pe 21 otdivonra urusan Pemacrintahan oleh
Pemerintahan Daerah dan Dewanrk Jaerrah menurut asas . Otonomi
dan Tugas Pembantuan dengan - omi - séuas-linanyra dalam
sistem dan prinsip Negara Kes:t. Remprl ik~ Indomsia wsg"_,agaimana
dimaksud dalam Undang - undang/ls Niezeara Republl incderessia Tahun
1945.

3. Pemerintah Daerah adalah [iiiprati« wikat darah seBapad  unsur
penyelenggara Pemerintah Dar '

4. Dewan Perwakilan Rakyat Dac. - yadlishglkat VPRIV, a-dalah
Lembaga Perwakilan Rakyat sS€wogzal wwmsur penveldriggara

Pemerintah Daerah.

5. Bupati adalah Bupati Mandaii’ipg Natal.

6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas ta i ibidimgRet rbusiif Daerah
sesuai dengan peraturan perundang — undan;

7. Peraturan Bupati adalah Paraturan Bupati Manfai -~ N oitd

8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau -l yag merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha mawjun aurg  tidak melakukan

usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan
lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Millik
Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi,
Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi
Massa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha
tetap.

9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan

Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau Badan.

10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang
menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. :
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Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam
rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan
untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas
kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang,
prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan
umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
retribusi,termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

Masa Retribusi adalah suatu jangka tertentu yang merupakan batas waktu
bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari

Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah
bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilg, "1kan dengan cara lain ke kas daerah

. melalui tempat pembayaran yang ditgi ‘s jpleh Kepala Daerah.
Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang.s. ;. utnya disingkat SKRD, adalah
surat ketetapan retribusi yang menentukan, .., ‘rnya jumlah pokok retribusi

17.

18.

19.

'yang terhutang.
- 16.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih:-BIa_va_r. yane.selanjutnya disingkat
SKRDLB, adalah surat ketetapan retfii < vyrap -mipf 1tukan jumlah
kelebihan pembayaran retribusi karena junua! . kredit retribusi lebih besar
" daripada retribusi yang terhutang atau seharu | tidak terhutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selpiiinya disipekat STRD, adalah
surat untuk melakukan tagihan retribwy (dan/atausgneisi administratif
berupa bunga dan/atau denda.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan men! i mpunig; 1 mengolah data,
keterangan dan/atau bukti yang dilaksat, .. an  secara objektif dan
profesional berdasarkan suatu standar pye riksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi
dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan
peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan
yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti
yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi
yang terjadi serta menemukan tersangkanya.



BAB 1II
JENIS RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 2

Objek Retribusi Jasa Umum adalah yang disediakan atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta
dapat dinikmati oleh orang pribadi dan Badan.

Pasal 3

Jenis Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Bupati ini adalah Retribusi
. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut
retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan yang diberikan.

Pasal 5

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 adalah penyediaan pelayanan parker di tepi jalan umum yang
ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.

Pasal 6

(1) Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang
pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan parker di
tepi jalan umum yang bersangkutan.

(2) Wajib Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi
atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang - undangan
Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk
pemungut atau pemotong retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa parkir di tepi jalan umum diukur berda arkan
klasifikasi jalan, jenis kenderaan dan waktu penggunaan.



Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

adalah :

a. Beca bermotor : Rp. 750,
b. Sepeda motor : Rp. 1.000,-;
c. Taxi, mobil pribadi dan sejenisnya : Rp. 2.000,-;
d. Truk/pick up roda 4 : Rp. 2.000,-;
e. Truk roda 6 keatas : Rp. 2.500,-.

Pasal 9

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang terutang dipungut di
wilayah daerah tempat pelayanan diberikan.

BAB III
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnyaizirif retribusi jasa umum
ditetapkan dengan memperhatikan biaya jorayediaan jasa  yang
bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas
pengendalian atas pelayanan tersebut.

Biaya sebagaimana dimaksud padti ayat (1) meliput biaya operasi dan
pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan
jasa .

Pasal 11

Tarif retribusi ditinjau kembali paling lambat 3 (tiga) tahun sekali.
Peninjau tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

BAB IV
PENYIDIKAN

Pasal 12

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Dagrah
diberi wewenang khusus sebagal penyidik untuk melakukan penyidikan
tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-
undang Hukum Acara Pidana.



b.

(4)

meneliti, mencari,dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindakan pidana retribusi;

. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan

sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;

memeriksa  buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan

tindak pidana dibidang retribusi;

melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti

pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan

penyitaan terhadap bahan bukti tersebut : »

1) meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana dibidang retribusi; '

2) menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung
dan memeriksa identitas orang, benda, dan/ atau dokumen yang
dibawa;

3) memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana
Retribusi;

4) memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi, '

5) menghentikan penyidikan; dan/atau

6) melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang — undangan. _

Penyidik sebagaimana dimaksud pada - wyat (1) memberitahukan

dimulainya penyidikannya dan men: ~apaikan hasil penyidikan

penuntut umum mulai penyidik p.j,abat pi olisi Negara Republik

Indonesia, sesuai ketentuan yang diatur) 1z »m Undang- undang Hukum

Acara Pidana.



BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya akan di tetapkan
dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
‘Mandailing Natal.

- __v Ditetapkamn); - Panyabungan
R pada tange - 20 April 2012

BUPATE W "NDAILING NATAL,

- o - ! :

e ﬂ L
Rabig R — M.HIDAYAT BATUBARA
s | ]

Diundéngkan di Panyabungan.
pada tanggal 20 April 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUP
MANDAILING NATAL,

BERITA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2012 NOMOR



